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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini dilakukan secara menyeluruh
dan merata, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan seterusnya ke tingkat
kecamatan dan desa yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah tanah
air Indonesia. Dalam pelaksanaan itu sangat diharapkan partisipasi dan seluruh
aparat pemerintah sampai pada tingkat terendah, mengingat bahwa sasaran
utama pembangunan Nasional adalah masyarakat pada unit-unit pemerintahan
yang terendah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka perlu
adanya kerja sama yang baik antara aparat pemerintahan,

Perkembangan pembangunan di segala bidang berarti pula mengandung
adanya tugas dan tanggung jawab pemimpin yang berkedudukan di wilayah itu.
Indikator keberhasilan dalam pembangunan itu adalah apabila dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Pembangunan masyarakat yang dilaksanakan ditingkat kecamatan adalah
merupakan tugas dan tanggung jawab camat sebagai Kepala Wilayah. Oleh
karena itu hendaknya memelihara terlaksananya pembangunan dan jalannya roda
pemenintahan. Dalam rangka pelaksanaaan tugas-tugas pemerintahan dan

menserasikan usaha-usaha pembangunan daerah, maka melalui Undang-Undang




Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, diletakkan
dasar pelaksanaan azas desentralisasi untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dalam segala bidang kehidupan.

Oleh karena koordinasi merupakan salah satu fungsi dari pada
manajemen yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pihak
pimpinan, di mana pada Kecamatan Binamu merupakan tanggung jawab Kepala
kecamatan, maka dalam penerapan koordinasi Kepala Kecamatan Binamu
dituntut untuk dapat melaksanakan koordinasi semua pihak yang terlibat dalam
perlaksanaan pembangunan di daerahnya, baik koordinasi vertikal maupn
honisontal, untuk mencapai suatu hasil pembangunan yang maksimal di daerah
tersebut.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan, yang
dilaksanakan oleh Camat, dengan mengambil obyek penelitian di Kecamatan
Binamu Kabupaten Daerah Tingkat 1I Jeneponto, dan sekaligus menjadi alasan

di dalam pemitlihan judul pembahasan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan pembahasan tersebut di atas maka dalam penulisan

skripsi ini, penulis dapat membatasi permasalahan sebagai berikut :
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D. Kerangka Konseptual

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintahan di
kecamatan merupakan hal mutlak,, karena pada instansi kecamatan terdapat
beberapa instansi di luar Departemen dalam Negeri, untuk melakukan koordinasi
pemerintahan tersebut, maka tidak terlepas dan berbagai pelaksanaan
administrasi pemerintahan, untuk suksesnya program semua instansi secara
berdaya guna dan berhasil guna.

Berkaitan dengan hal tersebut maka MC. Farladd dalam Bukunya
Soewarno Handayaninggrat “Pengantar Study {lmu Administrasi dan
Manajemen” mengemukakan bahwa ; koordinasi adalah suatu proses di mana
pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara
bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapal tujuan
bersama.

Dengan demikian Koordinast merupakan usaha mengatur, menselaraskan,
mengharmonisasikan atau menserasikan seluruh kegiatan dalam kelompok,
dimana prosesnya memeriukan penataan yang integral sehingga dapat mencapai
twuan vang diharapkan.

Koordinasi yang harus dilakukan pemerintah wilayah kecamatan adalah
koordinasi terhadap stafnya, koordinasi terhadap instansi vertikal, dan koordinasi

terhadap kelurahan.




Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut mungkin terbentur pada berbagai
problema yang akhimya menghambat proses efektifitasnya pelaksanaan
koordinasi pemerintahan dalam suatu wilayah kecamatan

Dengan berdasarkan pada uraian di atas maka secara operasional penulis
mengemukakan melalui skema kerangka konseptual sebagai berikut :

Skema Kerangka Konseptual

----- Koordinasi Staf

Tugas dan Fungsi
Kepala Wilayah Kecamatan)

----- Koordinasi Instansi Vertikal

e Zz—0OROOR

---- Koordinasi Kelurahan

Masalah-Masalah Dalamg:
Pelaksanaan Koordinasi




E. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian yang dipilih  adalah Wilayah Kecamatan Binamu
Kabupaten Dati 1l Jenoponto, dan memilih tiga Kelurahan dan dua Desa
sebagai sampel lokasi yaitu : Kelurahan Empoang, Kelurahan Sidenreng dan
Kelurahan Balang Toa.
2. Dasar dan Tipe Penelitian
a. Dasar Penehtian
Dasar penelitian yang digunakan adalah survey vyaitu suatu
pendekatan untuk melihat obyek penelitian dengan melakukan
pengamatan langsung pada lokasi objek penelitian dan memandang
objek penelitian sebagai suatu kesatuan yang utuh.
b. Tipe penelitian.
Tipe penelitian yang digunakan adalah  deskriptif vaitu
menggambarkan keadaan obyek baik secara khusus maupun secara
umum(wilayah) penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan studi terhadap buku-buku
literatur, bahan kuliah dan bahan lainnya berupa undang-undang yang
ada hubungannya dengan obyek penelitian sebagai bahan penunjang

karya ilmiah ini.
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Bab II. Tinjauan Pustaka menguraikan beberapa pengertian koordinasi, pemerintah
wilayah kecamatan, tugas, fungsi dan wewenang kepala Wilayah Kecamatan
Fungsi dan Peranan koordinasi.

Bab III. Gambaran umum lokasi penelitan, menguraikan tentang letak geografis,

demografis, struktur organisasi dan manajemen,keadaan personil.

Bab IV, Hasil Penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang pelaksanaan tugas
fungsi pemerintah kecamatan, pelaksanaan koordinasi yaitu,; koordinasi
staf terhadap kecamatan, pemerintah kelurahan, instansi vertikal, masalah-
masalah dalam pelaksanaan koordinasi.

Bab IV. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian
1. Pengertian Koordinasi

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai
makhluk sosial, secara kodrati terdorong untuk ingin hidup bersama. Hal ini
disebabkan karena manusia tidak dapat hidup sendiri sebagai makhluk individu,
ia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Faktor keterbatasan inilah antara
lain yang mendorong manusia untuk hidup bersama dalam kelompok, dimana
dalam suasana ini dapat memenuhi sebagian kebutuhan manusia dalam kelompok
1tu.

Dalam merealisasi usaha kerjasama itu pasti akan melalui proses, proses
mana berupa aktivitas-aktivitas atau tindakana-tindakan yang mungki terwuijud
scbagai kegiatan jasmani atau rohani yang diarahkan kepada tujuan yang telah
ditentukan. Proses ini berlangsung sejak ditetapkannya tujuan yang dimaksud
maka dilaksanakan bermacam-macam kegiatan yang dijalankan oleh beberapa
orang yang tercakup dalam organisasi. Agar kegiatan orang dalam organisasi

tersebut dapat berjalan integral dan sinkron, maka perlu diterapkan koordinasi

sebagai salah satu fungsi manajemen dengan sebaikbaiknya.




Sehubungan dengan pembahasan tersebut di atas, maka penulis terlebih
dahulu mengemukakan pengertian koordinasi dari beberapa ahli sebagai berikut

Menurut Leonard D). White dalam bukunya Sutarto “Dasar-dasar
Organisasi” mengemukakan bahwa :

Koordinasi adalah suatu penyatuan terhadap masing-masing bagian
antara satu dengan yang lainnya dan menselaraskan usaha-usaha atau
kegiatan-kegiatan beserta gerak organisasinya agar mereka dapat
memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi berhasilnya usaha
bersama itu”{ ~ ... 9

Dari  uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa salah satu komponen
organisasi yang terpenting adalah organisasi karena dapat merangkaikan sesuatu,
yaitu mengatur sumber daya dan sarana yang ada untuk mencapai tujuan
orgamsasi dengan cara yang paling efektif.

Mengapa perlu adanya koordinasi, dalam hal ini penulis sependapat
dengan apa yang dikatakan oleh Herbert A, Simon yang dikutip oleh Ateng
Syanifuddin dalam bukunya “Pengaturan Koordinasi di Daerah” mengatakan
bahwa :

“Keefektifan seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam
setiap suasana sosial, tidak hanya tergantung pada efektifitas sendiri,
tetapr juga pada bagaimanakah hubungan aktifitasnya itu dengan apa
sedang dilakukan oleh orang-orang lain” { - . . )

Dar pengertian ini dapat dilihat bahwa koordinasi adalah merupakan

suatu hal yang harus ada bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan

maupun organisasi perusahaan (swasta) untuk mengatur hubungan kerja sama
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sehingga dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan akan mempermudah
terlaksananya tujuan yang hendak dicapai.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, maka menurut G.R. Terry
mengatakan bahwa :

*“ Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk
menciptakan kesempatan kuantitas waktu dan pengerahan
pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan
untuk tujuan yang telah ditetapkan™ ( - - ... .. )

Jadi jelaslah bahwa koordinasi itu bukan saja kerjasama dan kesatuan
tindakan, akan tetapt juga sinkronisasi yang menghasilkan penyelarasan,
kesemuanya 1ni adalah obyek vang ikut serta di dalam memberikan andil dalam
mencapai efektivitas dan efisiensi yang sebesar-besarnya.

2. Pengertian Pemerintah Wilayah Kecamatan

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pengertian pemerintah
wilayah kecamatan, ada baiknya jika terlebih dahulu mengemukakan pengertian
pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana, sebagai berikut :

(%

. diarttkan sebagai perbuatan atau kegtatan-kegiatan yang
dllaksanakan oleh organ-organ atau badanfpe_]abat negara dalam rangka
mencapai tujuan pemerintahan negara”( » - - - - - )

Sedangkan menurut Dra, Nerbaedah Dahlan mengemukakan perigertian

pemerintahan dalam arti Juas dan pengertian pemerintahan dalam arti sempit,

sebagai berikut :
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“1. Pengertian dalam arti luas 1alah semmua aparat organ dan alat
perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif
dan yudikatif.

2. Pemerintahan dalam arti sempit ialah aparat, organ dan alat
perlengkapan negara yang hanya meliputi pada badan eksekutif
atau pelaksanaan saja”.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapatditank kesimpulan
bahwa pemerintah adalah aparat, organ dan alat perlengkapan negara yang
melaksanakan kegiatan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara atau
masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan demikian maka pemerintahan dalam
wilayah kecamatan adalah merupakan segala kegiatan vang dilaksanakan oleh
Kepala Wilayah Kecamatan beserta pembantu-pembantunya. Hal ini dapat
dilthat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1984 pasal |
bagian b yang berbunyi sebagai benkut

(13

Pemerintah wilayah kecamatan aadalah camat beserta perangkat
lamnya vang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di
wilayah umum di wilayah kecamatan”(" - - )

Sehubungan dengan itu, maka Drs. Bayu Suryaninggrat dalam bukunya

“Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat mengemukakan sebagai berikut :

“  Pemerintah wilayah kecamatan adalah perangkat pemerintah yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah dalam melaksanakan
pemerintahan umum, urusan rumah tangga Daerah Tingkat 1l dan
urusan serta tentra”.( . . )

Sebagaimana diketahui bahwa Camat adalah seorang Kepala dari suatu

wilayah yang discbut kecamatan dan diangkat oleh atasannya secara formil
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sebagai perangkat dekonsentrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum yang secara singkat disebut urusan umum, dimana camat sebagai Kepala
Wilayah Tingkat terbawah.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah sekarang ini
telah sering kita jumpai pemekaian istilah pemerintahan wilayah, terutama
mengenat pemerintahan wilayah kecamatan. Hal ini tidak bertentangan dengan
isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, karena menurut Sujanto dalam
bukunya “Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab™ dikemukakan
sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan sebutan dalam pasal ini adalah sebutuna
wilayah lainnya yaitu wilayah-wilayah yang tidak ternmasuk dalam
pasal 74, misalnya kecamatan dan kota administratif”.

Oleh karena itu Kepala Wilayah kecamatan mempunyai kedudukan
sebagal kepala wilayah yang mempimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Tingkat Kecamatan yang berada di bawah dab bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota madya yang bersangkutan. Kepala wilayah kecamatan adalah
seorang cksekutif dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan dan harus
membuat rencana sebelum ia bekerja dan dimana tercakup pula penentuan tujuan
yang hendak dicapai. Kepala wilayah kecamatan harus mengadakan pembagian
pekerjaan, menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya, memberikan
diklat kepada pegawainya serta mengadakan kontrol atas apa yan telah

dilaksanakan oleh aparatnya dan instansi vertikal yang ada di wilayahnya dengan



cara mencocokkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah
citetepkan.

Camat sebagai penguasa tunggal di wilayahnya haruslah memperhatikan
lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan tugas-tugas
umum pemerintahan.

Sehubungan dengan itu, maka untuk memperjelas pembahasan tersebut di
atas, penulis mengemukakan pendapat Irwan Soegjati, yaitu

“Yang dimaksud dengan wilayah ialah administratif, yakni lingkungan
kena perangkat kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan
tugas-tugas pemerintah umum di daerah”. =l .

Jadi jelas bahwa dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, wilayah
negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah administratif
yang masing-masing dipimpin oleh kepala wilayah dalam melaksanakan
pemerintahan umum,

Kepala Wilayah Kecamatan dalam hal ini mengambuil kebijaksanaan
selaku koordinator pemerintahan terutama dalam mengambil suatu masalah
dalam urusan pemerintahan umum senantiasa berdasarkan pada musuaawarah
dalam rangka mengambil suatu keputusan. Hasil dari keputusan musyawarah
tersebut secara teknis pelaksanaannya dibagi oleh instansi vertikal dan dinas-
dinas daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan

demikian sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan lancar
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terpadu dan terarah yang selanjutnya diharapkan dapat lebih menjamin
tercapainya sasaran dan tujuan pemerintahan yang efisien dan efektif.
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Kecamatan
Kepala wilayah Kecamatan adalah aparat pemerintah pusat yang
merupakan mata rantai dari jalur dekonsentrasi yang menyelenggarakan urusan
pusat yang biasa disebut urusan pemerintahan umum dan merupakan aparat
pemerintahan umum dan merupakan aparat pemerintah daerah dari jalur
desentralisasi yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah tingkat 11.
Untuk tegasnya mengenai wewenang, tugas dan kewajiban kepala
wilayah kecamatan, dapat dilihat pada keputusan Menteri dalam negeri Nomor
69 Tahun 1973, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Wilayah
Kecamatan pasal 2, berbunyi bahwa tugas pokok Pemerintah Wilayah
Kecamatan, adalah :

“Menyelenggarakan urusan pemerintahan  umum, Urusan rumah
tangga daerah tingkat II dan urusan serta tantra sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan menurut
ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati/Walikota Madya
kepala Daerah”™.

Sehubungan dengan hal itu, maka tugas dan wewenang Kepala Wilayah
Kecamatan sesuat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 81 telah
dijelaskan sebagar berikut :

LTS

a. Membina ketentaraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai
dengan kebinaksanaan ketentraman dan ketertiban yang
ditetapkan oleh pemerintah.
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b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan
ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembianaan
kesatuan bagsa sesuai dengan kebijaksanaan vyang telah
ditetapkan oleh pemenintah.

¢. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintzh
daerah.

d. Mengusahakan secara terus menerus agar peraturan perundang-
undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi
pemerintah dan instansi pemerintah daerah serta pejabat-pejabat
yang ditugaskan untuk itu, mengambil tindakan yang dianggap
periu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

e. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang berdasarkan
perundang-undangan yang diberikan kepadanya.

Dan penjelasan tersebut di atas, telah diketahui bahwa Kepala Wilayah
kecamatan dalam tugas dan wewenangnya meliputi seluruh kegiatan atau urusan
pemerimtahan, urusan umum, maupun urusan daerah dalam lingkup kecamatan
yang ditambah dengan tugas-tugas non pemerintahan. Semua tugas mempunyai
sasaran satu yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dari hal inilah sehingga Kepala Wilayah Kecamatan harus dinamis,
kreatif dan bekerja sesuai dengan prinsip maanajemen, ia tidak henti-hentinya
berusaha untuk mencapai nasional dengan membuat rencana yang dapat

dilaksanakan.
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C. Fungsi dan Peranan Koordinasi
1. Fungsi Koordinasi
Untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi berikut ini penulis
mengemukakan pendapat dari Drs. Soewarno Handayaninggrat, yang
mengatakan bahwa :

“ a. Koordinasi adalah suatu fungsi manajemen, disamping
adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai,
pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan

b. Koordinast merupakan berusaha untuk menjamin
kelancaran mekanisme prosedur kerja dari  berbagai
komponen dalam organisasi.  Kelancaran mekanisme
prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka mencapai
tyuan organisasi dengan menghindari tujuan organisasi
dengan menghindari  seminimal mungkin perselisihan
{fraktion) yang timbul antara semua komponen organisasi
dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama di
antara komponen-komponen tersebut.

¢. Koordinasi adalah usaha yang mengarahkan dan
menyatukan kegiatan dar satuan kerja organisasi, sehingga
organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna
melaksanakan seluryh tugtas organisasi yang dipertukan
untuk mencapai tujuannya.

d. Koordmasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan
bagi kelangsungan hidup organisasi pada tingkat tertentu
ditentukan oleh kualitas usaha-usaha organisasi yang
dijalankan.

e. Koordinasi tetap memainkan peranan yang lebih penting
dalam merumuskan pembagian tugas-wewenang, dan
tanggung Jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus
melahirkan  jaringan-jaringan hubungan kerja yang
diperiukan oleh organisasi.
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f. Perubahan organisasi berarti penamban beban kerja atau
fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan olch organisasi yang
bersangkutan. Perturnbuhan ini sekaligus membawa akibat
penambahan jabatan dan pejabat (orang-Orang) yang perlu
dikoordinasikan.

g¢. Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan
konsekuensi logis dari pada perkembangan ilmu pengetahun
dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi
dengan harapan para spesialis memainkan peranan yang tak
lepas kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan luas.

Dengan melihat berbagai fungsi koordinasi tersebut di atas, maka pada
hakikatnya merupakan prinsip suatu organisasi yang mencakup segalanya dan
membuat wewenang, tanggung jawab serta tugas untuki mencapai suatu sasaran
yang tepat dengan secara keseluruhan di antara bagian-bagian dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Untuk mencapair daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya perlu
adanya fungsi kerja sama yang memungkinkan terjadinya keserasian dan
keseimbangan dimana koordinasi berfungsi menghindari timbulnya tumpang
tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para satuan-satuan
organisasi.

Peranan Koordinasi

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses

administrasi, termasuk dalam proses administrasi pemerintahan. Karena

pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu organisasi unsur aparatur

pemerintah yang harus bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat berdasarkan
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pendekatan. Oleh karena 1tu disamping peranannya dalam bidang administrasi
pada setiap unsur aparatur pemerintah, koordinasi juga mempunyai arti yang
menentukan dalam administrasi sebagai suatu keseluruhan aparatur pemerintah.
Dengan adanya koordinast yang baik antara unsur aparatur pemerintah
diharapkan akan lebih tejamin pencapaian tujuan pemerintah secara
keseluruhan dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam era pembangunan dewasa ini, koordinasi mempunyai peranan
vang lebih penting lagi terutama di antara aparat pemerintah. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat
antar scktor yang pelaksanaannya melibatkan lebibh dari satu instansi
pemerintah. Keberhasilan program yang demikian itu pada tingkat dominan
ditentukan oleh kerjasama yang baik di antara instansi yang bersangkutan,

dimana koordinasi memainkan peranan yang sangat penting.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kecamatan Binamu adalah salah satu kecamatan yang ada dalam
wilayah Daerah Tingkat I Jeneponto yang berbatasan dengan :

B Sebelah Utara Kecamatan Kelara,

B Sebelah Timur Kecamatan Batang,

B Sebelah Selatan Laut Flores,

B Scbelah Barat Kecamatan Tamalatea.

Luas Kecamatan Binamu adalah 69,49 km yang secara administratif
pemerintahan terbagi atas 11 (sebelas) Kelurahan dan 2 (dua) buah Desa.
Ketiga belas Desa dan kelurah tersebut adalah :

1. Kelurahan Empoang

2. Kelurahan Empoang Utara

3. Kelurahan Empoang Selatan

4. Kelurahan Pabiringa

5. Kelurahan Balang

6. Kelurhan Biring Kassi

7. Kelurahan Monro-Monro
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8 Kelurahan Panaikang

9. Kelurahan Balang Baru

10. Kelurahan Balang Toa

I1. Kelurahan Sidenre

12. Desa Sapawang

}3. Desa Bontoa.

Kecamatan Binamu mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan
musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan oktober sampai dengan bulan
maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai September.
Curah hujan hanya berkisar 56 hari hujan dan curah hujan 751 MM.

Penggunaan jenis tanah di kecamatan Binamu terdini atas lahan sawah
dan lahan kering. Di mana tanah kering ini berupa pekarangan, tegalan, tambak,
dan lam-lain, Luas dan penggunaan lahan secara terinci dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1.

Penggunaan Jenis Tanah di Kecamatan Binamu, Kabupaten Dati 11
Jeneponto, 1997

Desa/Kelurahan Sawah Tegalan Pekarangan | Tambak | lain-lain

2 3 4 5 6 7
Pabininga 80,0 1450 54,6 - 11,4
Balang 81,7 244 0 295 - 46,8

Empoang 2933 4452 155,5 - 51,0
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4. Sapawang 122,5 2212 230 - 203
5. Biring Kassi 133,0 3650 1950 1,0 179,0
6. Monro-monro 3,0 2212 1430 34,0 25,1
7. Panaikang 80,0 125,0 73,5 - 35,0
8. Balang Beru 121,9 2152 139.9 - 27,0
9. Balang Toa 108,0 50,0 100,1 - 5,0
10. | Empong Utara 500,0 3590 5.5 - 1442
11. | Sidenre 86,5 1889 249 - 18,7
12. | Empoang 436.0 2640 15,0 11,2 65,0
Selatan
13. | Bontoa 2460 1432 143,2 - 11,7

2

B. Keadaan Demografis.

Sumber : Kantor Camat Binamu, 1998

Penduduk Kecamatan Binamu berdasarkan hasil registrasi tahun 1997 adalah

40.811 jiwa yang menempati luas wilayah 69,49 Km. Data int menunjukkan bahwa

tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Binamu adalah 587 jiwa per Km. Penduduk

ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

dilihat pada Tabel 2.

Untuk lebih jelasnya dapat




Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Di Kecamatan

Binamu, Kabupaten Dati Il Jeneponto 1997
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No Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
] 2 3 4 5

I Pabiringa 2.018 2.988 5.006
2. Balang 2.210 2.579 3.789
3. Empoang 2.057 2.450 4.507
4. Sapawang 1377 1.467 2.844
5. Biring Kassi 1.322 1.342 2.664
6. Monro-monro 1.167 1.091 2.258
7. Panaikang 875 868 1.748
8. Balang Beru 1.417 1.366 2,788
9. Balang Toa 1.825 1.725 3.550
10. | Empong Utara 1.195 1.669 2.864
11. [ Sidenre 994 1.558 2.552
12. | Empoang Selatan 1.424 1.597 3.021
13. | Bontoa 1.047 1.183 2.280

Jumiah 18.928 21.883 40.811

Sumber : Kantor Camat Binamu, 1998

Dart Tabel 2 terlihat bahwa, jumiah penduduk laki-laki sebanyak 18,928

jyiwa dan penduduk perempuan sebanyak 21.883 jiwa.

Kenyataan int

menunjukkan bahwa persentase penduduk kedua jenis kelamin hampir sama

yaitu 4638 % untuk penduduk

laki-laki dan 53,62 % untuk penduduk
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perempuan, Meskipun demikian perbedaan vang sedikit ini akan dapat
mempengarchi tingkat potenst tenaga kerja dan kemampuan menciptakan
lapangan kerja baru.

Keseluruhan penduduk di Kecamatan Binamu pada umumnya merupakan
penduduk asli daerah tersebut sehingga hubungan sosial antara penduduk
berjalan dengan baik.

Jumlah penduduk yang tingkat kepadatannya 587 jiwa per Km ini
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang membantu kelancaran setiap
kegiatan kemasyarakatan, ibadah, kesehatan serta pendidikan.

Adapun jumlah sarana peribadatan diKecamatan Binamu ini adalah 40
buah mesjid dan mushollah 25 buah.  Sedangkan sarana kesehatan yaitu
PUSKESMAS/PUSTU terdapat 4 buah, POSYANDU sebanyak 41 buah dan rumah
sakit 2 buah.

Selatn sarana tersebut Kecamatan Binamu juga dilengkapi dengan
ketersediaan sarana pendidikan . Yakni TK 10 sekolah, Sekolah Dasar sebanyak 15
sekolah, SMP sebanyak 3 sekolah dan SMTA sebanyak 4 sekolah. Dengan melihat
jumlah serana pedidikan maka penduduk seharusnya dapat mengenyam pendidikan

sebanyak mungkin dengan memanfaatkan ketersediaan sarana yang ada.
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C. Struktur Organisasi dan Manajemen

Dalam usaha untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
kegiatan suatu pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna maka mutlak
diperlukan struktur organisasi , karena dengan adanya struktur organisasi tersebut
akan terdapat pembagian kerja dan kewenangan dan tanggung jawab dalam
hubungan kerja tersebut.

Dengan demikian untuk mewwjudkan tugas dalam pelaksanaan
pemerintahan diperlukan suatu struktur organisasi yang mana harus ditunjang oleh
sarana dan prasarana kerja yang diharapkan dapat mencapai tuyuan yang
dikehendaki/diinginkan.

Mengingat tujuan tersebut, maka perlu adanya pendataan organisasi
pemerintahan, karena dengan pelaksanaaan tugas pemerintahan menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu usaha mewujudkan
sistem pelayanan yang sebaik-baiknya melalu1 penanganan tugas masing-masing
sesuai jabatan dalam struktur organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mengetahui secara
mendalam suatu organisast maka tidak cukup dengan hanya mengenal prinsipnya
saja, akan tetapi terpenting adalah pemahaman terhadap organisasi tersebut.
Dengan mengenal struktur organisasi dapatlah diketahui se¢jauh mana dan

hubungan satuan-satuan yang ada dalam organisast.
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Lahirmya struktur organisasi pemernntahan Kecamatan Binamu adalah
berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 82 tahun 1983,
tentang Pola Orgamsasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan susunan
perangkat pemernintah wilayah Kecamatan dipimpin oleh kepala Wilayah
kecamatan dan dibantu oleh :

1, Sekretaris Wilayah Kecamatan

2. Satuan Polisi pamong Praja
3 Unsur Aparat Departemen Dalam Negen
4 Kelurahan.

Sedangkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984, Tentang
sekretariat Kecamatan dengan susunan perangkatnya yang dipimpin oleh
sekretariat kecamatan dibantu oleh

I. Urusan Pemerintahan

™

Urusan Kemasyarakatan
3. Urusan Pembangunan
4. Urusan Administrasi
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk lebih memperjelas
pemahaman kita tentang satuan-satuan yang ada dalam struktur organisasi kantor

Wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto, dapat dilihat pada Gambar 1




STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN WILAYAH
KECAMATAN DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
WILAYAH KECAMATAN BINAMU

CAMAT

MANPOL
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.................. Garis Komando
Garis Koodinasi
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D. Keadaan Personil

Di dalam pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Kecamatan Binamu, Maka
secara intern organisasi Kepala Kantor Wilayah Kecamatan, Kepala Urusan
Pembinaan masyarakat dan Kepala Urusan Pembangunan masyarakat bertanggung
jawab kepada Camat, natk menyangkut administrasi maupun tekhnik operasional.

Camat dalam melaksanakan tugasnya selain dibantu oleh bagian-bagian
urusan dibawah naungan sekwilcam, juga melaksanakan hubungan kerja dengan
instansi-instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada diwilayahnya. Sehubungan
denga hal tersebut, maka Kepala Wilayah Kecamatan panakukang dibantu oleh
sejumlah personil seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Jumlah Pegawai di kantor Kecamatan Binamu
Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan

No | Golongan Tingkat Pendidikan Jumlah
SD ISLTP | SLTA | DIPLOMA | Si
1 {Iil/e y = - X 7 9
2 D - - - 5 7 12
3 {Hla - - - 3 7 10
4 | Hd . . 5 . . 5
5 Ii/e - - 2
6 |Na - 1 7 - - 8
7 | 1d - - - - : -
8 /¢ 1 2 - - - 3
9 | Ib - - - - - -
10 | l/a - - - - - -
Jumlah 1 3 14 8 16 42

Sumber : Kantor Kecamatan Binamu. Tahun
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Dari tabel tersebut menunjukkan kepada kita bahwa di Kantor
Kecamatan Binamu memiliki jumlah pegawai sebanyak 42 orang, dengan tingkat
pendidikan yang berbeda-beda. Melihat kondisi ini maka diperlukan adanya
peningkatan profesionalisme oleh karena tingkat pendidikan pada umumnya masth
belum merata sehingga hal im akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas

pemerintahan .



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Fungsi Pemerintah Kecamatan.

Berbicara mengenai pelaksanaan tugas kerja, Camat selaku administrator
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat dibutubkan peranannya
dalam rangka mengarahkan dan mendorong usaha-usaha pembaharuan dan
pembangunan, maka Camat selaku penguasa tunggal di wilayah Kecamatan Binamu
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jeneponto ini mempunyal banyak cendekiawan,
wartawan, pengusaha dan tokoh masyarakat lainnya termasuk para dermawan.

Untuk itu di dalam penyusunan program kerja diperlakukan singkronisasi
antar wilayah, maka kiranya pihak Pemda dan Bappeda setempat yang berkedudukan
sebagai pendamping atau pembina dalam penyusunan program kerja agar tercapai
proses pelaksanaan tugas seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya
pada Kantor Kecamatan tersebut.

Dalam membicarakan suatu program pembangunan maka berarti
membicarakan pula soal kebutuhan manusia yang terdiri dari dua gans besar yaitu
pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, oleh sebab itu dalam penyusunannya
terjadi keseimbangan upaya untuk merealisir pedoman pembangunan nasional seperti
yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyebutkan

tujuan pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya.
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Jadi bukan saja pembangunan fisik yang diutamakan lagi pembangunan
dan segi spiritual. Mengenai usaha pembangunan di Tingkat Kecamatan tentunya
kedudukan LKMD sangat dominan karena sebagai wadah komunikasi antar
pemerintah dan masyarakat sehingga melalui kegiatan tersebut dapat terjadi umpan
balik dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan itu sendiri.

Pemerintah sebagai unsur pembaharu diperhadapkan  kepada
pemikiran-pemikiran bagaimana mengubah sikap mental masyarakat yang tradisional
menjadi rational serta terbuka, sehingga bukan apa saja yang dilihat sehari-harinya
tetapi dapat meniru perkembangan masyarakat lainnya, demikian juga berpikir secara
makro dan tidak secara mikro sehingga program yang diberikan kepada masyarakat
dapat dicernah, direalisir karena adanya bimbingan, penyuluhan serta contoh-contoh
logis dan pemerintah, misalnya dapat kita lihat tentang program keluarga berencana,
yang mana diketahui bahwa banyak suara sumbang yang datang darni masyarakat yang
mengatakan bahwa ber KB adalah bertentangan dengan agama sedangkan
penyuluhan KB adalah kurang memberi atau kurang dimengerti oleh masyarakat.
Kritik yang demikian itu pertu mendapat perhatian sehingga mercka dapat mengerti
secara merata atau keseluruhan dari pada maksud dan tujuan diadakannya program
Keluarga Berencana.

Terlepas dan kedudukan Camat selaku pembaharu maka kepadanya
melekat kepemimpinan yang dibutuhkan untuk lebih diperankan sehingga masyarakat

dapat dengan cepat melaksanakan perintah yang dibebankan kepadanya, tetapi perlu
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dicatat bahwa sebagai sebagai masyarakat tentu faktor kritis menjadi cirinya
sehingga wajar bila program yang diberikan kepadanya sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan, maka segala aktivitas dapat meyakinkan masyarakat bahwa
kegiatan atau programnya akan menuju kepada pencapaian tujuan yang lebih baik
lagi, sehingga meningkatka partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Demikian juga pemerintah berperan bukan saja pengalaman program
sekaligus mengenai peranannya mengamankan kebijaksanaan pembangunan yang ada
di wilayahnya.

Camat berkewajiban mengontrol pembangunan sektoral serta
pembangunan lainnya seperti pemanfaatan dana bantuan desa setiap tahunnya, yang
terakhir disebutkan peranan kecamatan untuk menyusun program, maka dalam hal ini
kedudukan sebagai pembina LKMD bertugas sebagai berikut :

B Merumuskan kebijaksanaan tekhnis untuk melaksanakan pembangunan desa
terpadu.

B Memberikan bimbingan dan motivasi serta mengembangkan LKMD agar lebih
berfungsi dengan baik.

® Memberikan bimbingan tekhnis dan motivasi kepada tim penggerak PKK.

® Mewujudkan koordinasi yang lebih maintop demi tercapainya pelaksanaan
pembangunan desa terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sedikit banyaknya aktivitas

LKMD dan PKK sangat ditentukan pula dari pada peranan pemerintah wilayah untuk
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membina baik organisasi tingkat bawahannya, sekaligus mewujudkan nilai mendidik

di kalangan pengabdian sosial kemasyarakatan dan pemerintah,

Misalnya pada penyusunan program, perlu penetapan vang balk agar
dapat terlaksana dengan cermat menyinggung soal keterpaduan program maka rapat
itu di tingkat kecamatan guna terdapatnya organisasi, baik antara LKMD maupun
dengan instansi vertikal, pihak Kantor Pembangunan Desa dan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Selanjutnya rapat di tingkat kecamatan tersebut
yang kemudian dilanjutka di tingkat Kabupaten/Kotamadya yang dilanjutkan ke
tingkat Propinsi kemudian ke tingkat Nasional atau ke tingkat Pusat kemudian
kembali turun melalui jenjang hirarki pemerintaban untuk pelaksanaannya.

Dengan demikian peranan pemerintah kecamatan pada bidang program
kerja dapat disimpultkan sebagi berikut :

I. Kemampuan mengomando, mengkoordinir baik kepada aparat sendiri, instansi
vertikal bermaksud pula organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD) itu sendiri.

2. Kemampuan mengetahui, mengatasi dan mengamati atas situasi dan kondisi tiap
kelurahan guna memberikan kebijaksanaan pembinaan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungannya.
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B. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Binamu

A. Fungsi Camat dalam Pelaksanaan Koordinasi Terhadap Staf

Untuk memperbaiki hasil pekerjaan dari tugas-tugas administratif dalam
suatu kantor, maka perlu adanya koordinasi terhadap para staf atau aparat yang
dapat menjamin kerjasama di antara aparat dengan aparat yang lainnya dan
antara aparat dengan pimpinan.  Berkaitan dengan itu maka kantor Camat
Binamu dalam melaksanakan tugas administratif dibutuhkan adanya koordinasi
vang dipimpin oleh kepala Wilayah Kecamatan sebagai koordinator
pemerintahan dan pembangunan dalam wilayahnya yang senantiasa harus
segenap organ-organ di dalam Kantor Camat tersebiut dan perlu mengambil
inisiatif untuk mengadakan kerjasama yang baik sehingga dapat menjadi tujuan
yang efisien dan efektif.

Aparat dalam Kantor Wilayah Kecamatan Binamu adalah merupakan
suatu organisasi yang terdidi dari beberapa orang pegawai yang secara
bekerjasama dalam rangka mencapi tujuan organisasi yang telah dikehendaki
bersama. Agar terealisasi usaha kerjasama tersebut, diperlukan suatu aktivitas
dan tindakan yang mengarah kepada terlaksananya kegiatan untuk mencapai
hasil yang sebenar-benarnya. Salah satu tindakan untuk mencapai keberhasilan
organisasi adalah koordinasi, karena koordinasi menjadi hubungan yang harnonis
antara pimpinan dan bawahan dan juga antara bawahan sehingga dapat dicegah

timbulnya kesimpangsiuran atau kegiatan saling tumpang tindih yang
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menyebabkan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat kerja dan disiplin
kerja.

Kepala Wilayah Kecamatan Binamu di dalam mengkoordinasikan
pegawai (staf) dibantu oleh sekretaris wilayah Kecamatan Binamu utamanya
menyangkut hal pelaksanaan adminmstrasi dan pemberian pelayanan teknis
administratif kepada seluruh aparat pemerintah wilayah kecamatan guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas administratif dari seluruh aparat
administratif.

Pelaksanaan koordinasi vang menyangkut bidang tugas administratif
adalah pelaksanaan hubungan surat menyurat dalam kantor wilayah kecamatan
Binamu baik dalam surat maupun yang menyankut menyimpan arsip surat. Hal
ini berada pada tangan sckretaris wilayah kecamatan dan pertanggungjawaban
kepada Kepala Wilayah Kecamatan.

Selain koordinator dalam bidang teknis administratif, adapula koordinasi
yang menyangkut bidang operasional seperti pungutan pajak, pengarahan tenaga
gotong royong dan peyelenggaraan kursus pengurus LKMD yang diadakan
ditingkat Kecamatan. Untuk pemungutan pajak dan pengerahan tenaga gotong
royong berada pada tanagan Kepala Wilayah kecamatan, sedangkan
peyelenggaraan  kursus penghurus LKMID  diberikan  kepada Kantor
Pembangunan Masyarakat Desa untuk menyelenggarakan persiapan dan

pelaksanaan kursus tersebut. Dalam pelaksanaan kursus pengurus LKMD itu,
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Kantor Pembangunan Desa bertanggung jawab aaatas lancarnya penyelenggraan
kursus itu dan bila dalam penyelenggaraan ditemui kesulitan-kesulitan maka
Kantor Pem,bangunan Masyarakat desa langsung menyampaikan kepada Kepala
Wilayah Kecamatan untuk mencan jalan keluarnya terhadap kesulitan yang
dihadapi, sehingga penyelenggaraan kursus tetap berjalan lancar sampai selesat
dart waktu yang telah ditetapkan. Namun demikian sebagian besar tugas-tugas
administratif —pelaksanaan koordinasinya dilaksanakan oleh Sekretaris
Kecamatan sebagai koordinator dibidang teknis admnistratif. Demikian juga
mengenal pelaksanaan koordinasi di bidang teknis operasional khususnya dalam
penyelenggaraan kursus LKMD hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pembangunan
Masyarakat Desa, tetapi tidak berarti bahwa Kepala Wilayah Kecamatan telah
terlepas dan kewajiban dalam upaya pelaksanaan koordinasi melainkan
tertumpah pada tangan Kepala Wilayah Kecamatan dalam mengetahui tentang
kegiatan-kegiatan yang telah dilimpahkan kepada aparatnya apakah kegiatan
tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan atau
belum.

Kepala Wilayah kecamatan merupakan pimpinan tertinggl vang ada
dalam kontor wilayah kecamatan dan berkewajiban membinan dan mengurus
secara keseluruhan dari segi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya

sesuat pada bidang dan tugasnya masing-masing.




37

Mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh kepala Wilayah
Kecamatan Maiwa baik dalam hal menyangkut kegiatan di bidang teknis
admunistratif maupun hal-hal yang menyangkut kegiatan di bidang operasional
mendapat penilaian baik dari aparat bawahannya dan dari kelompok masyarakat,
hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Penilaian Responden terhadap Koordinasi
di Bidang Teknis Administratif dan

Operasional yang Dilakukan
Oleh Camat Binamu

No | Kategon Penelitian Tanggapan Responden
Frekuensi Persentase

I Akuf 18 54,5

2 Cukup Akuf 10 30,3

3 Kurang Aktif 5 152

4 Tidak Aktif - -

5 | Tidak menjawab - -
Jumlah 33 100

Sumber : Diolah dari Kuesioner, Tapun

Berdasarkan Tabel di atas, maka terlihat bahwa kegiatan koordinasi yang
dilakukan oleh Camat Binamu terhadap aparat atau stafnya adalah aktif 18
responden atau 54,5 %, cukup aktif 10 responden atau 30,3 % dan kurang aktif 5
responden atau 15,2 % jadi tidak aktif dan tidak menjawab tidak ada.

Melthat perbandingan penmilaian tersebut , maka penulis dapat menarik
kesimputan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh camat binamu

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat atau stafnya baik kegiatan
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bidang teknis administratif maupun kegiatan dibidang teknis operasional adalah
aktif. Dengan pernyataan aktif itu, maka berarti kepala Wilayah kecamatan
Binamu berperanan dalam mengkoordinasikan stafnya sehingga tugas yang
diemban dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya seorang pimpinan atau koordinator yaitu camat Binamu
untuk mengkoordinir semua kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya atau stafnya
khususnya yang ada dalam kantor kecamatan tersebut, maka dapat dihindarkan
timbulnya rebutan fasilitas dan dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan
diantara aparat. Aparat pemerintah kecamatan adalah perangkat pemerintah
yang memegang tanggung jawab penuh terhadap sarana atau fasilitas
perkantoran yang digunakan dalam upaya melaksanaklan tugas-tugas yang
dibertkan kepada mereka yang pertu dikoordinir agar tidak menghambat jalannya
kegiatan dibidang tugas masing-masing.

Agar tercapai keserasian dan keselarasan ai antara aparat, maka Kepala
Wilayah Kecamatan mengadakan penilaian atau pengevaluasian pada setiap
aparat untuk mengetahui apakah mereka ditempatkan sesuai dengan keahliannya
ataukah belum. Untuk menjamin suksesnya dalam menunaikan tugas, maka
Kepala Wilayah Kecamatan atau camat harus menjadi Kepala, Administrator,
Manager dan Pemimpin yang wmemiliki sifat motibvator yang mampu

mendorong dan mengarahkan bawahannya kearah tujuan yang hendak dicapai.
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Tujuan untuk menetapkan pengaturan tentang penyelengggaraan
koordinasi terhadap semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan
Dinas daerah adalah :

a. mendudukkan fungsi dan wewenang Kepala Wilayah sesuai dengan
ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemenntah daerah.

b. Tertib penyelenggaraan pemerintah di daerah dan bagi terwujudnya
keserasian serta keberhasilan urusan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan.

¢. Keseragaman langkah dan terpadunya penyelenggaraan segala urusan
pemerintah serta pembangunan di Daerah.

Dengan demikian, maka kegiatan pemerintah yang dijalanklan di
Wilayah kecamatan Binamu khususnya dan Kepala Wilayah dalam semua
tingkat pada umumnya tidak terlepas dari hubungan Pemerintah Pusat dan
daerah. Instansi/jawatan yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintah
Pusat yang ada di wilayah Kecamatan adalah Instansi vertikal tingkat kecamatan.
Sedangkan yang melakukan atau melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah yang
berdasarkan hak otonominya di Wilayah Kecamatan adalah Dinas Otonomi
Tingkat Kecamatan,

Jadi yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah perangkat dari

departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang nmempunyat
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lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan pemerintah daerah
untuk melaksanakan urusa-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang
otonomi sesuai dalam upaya melakasnakan tugas-tugas pemerintahan adalah
dibawah koordinasi Kepala Wilayah kecamatan kearah tujuan yang hendak
dicapai bersama sebagaimana halnya Kepala Wilayah Kecamatan Binamu.
Adapun Instansi vertikal Tingkat Kecamatan dalam Wilayah kecamatan

Binamu sebagai berikut :

B Depdikbud

B Puskesmas

B KUA

® Penerangan

B BKKBN

B Pertanian

B Perkebunan

B Peternakan

B Perikanan

W Statistik

W Polsek

B Koramil

Oleh karena banyaknya dinas-dinas daerah dan instansi vertikal di tingkat

kecamatan yang menjalankan tuigas sesuai dengan programnya masing-masing, maka
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perlu dikoordinasikan kepada sutau tujuan dengan berpedoman pada kesatuan pola
aktifitas yang terlah digariskan guna mencapai keselarasan, keserasian dan
keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas atau kegiatan semua
Instansi Vertikal dan Dinas-dinas Daerah agar tercapai daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya.

Pejabat yang berwewenang dan berkewajiban melaksanakan koordinasi
terhadap instansi vertikal dan dinas-dinas daerah adalah Kepala Wilayah Kecamatan
Binamu sebagai wakil pemerintah pusat dan juga merupakan penguasa tunggal di
bidang pemerintahan,

Dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban urusan
pemerintahan umum Kepala Wilayah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan
semua Instansi Vertikal, antara Instansi bvertikal dengan Instansi vertikal lainnya.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1988
tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah.

Menyimak uraian di atas maka nampak jelas bahwa yang berwewenang
bertugas dan berkewajiban melaksanaklan koordinasi terhadap kegiatan Instansi
vertikal khususnya yang ada pada tingkat kecamatan adalah Kepala Wilayah
Kecamatan sebagaimana halnya Kepala Wilayah Kecamatan Binamu. Namun
demikian tidak berarti bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala
Wilayah Kecamatan Binamu adalah ada campur tangan secara teknis Administrasi

dalam penyelenggaraan tugas dari dinas daerah dan tidak pula membawa perubahan
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arah tanggung jawab dinas terhadap atasannya. Akan tetapi Instansi Vertikal
berkewajiban melaporkan kepada Kepala Wilayah Kecamatan perihal bidang tugas
dan kegiatannya baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan dalam wilayah
kewenangan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu.

Telah diketahui bahwa Kepala Wilayah Kecamatan berkewajiban untuk
memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala
bidang. Oleh karena itu Kepala Wilayah dalam semua tingkat adalah penguasa
tunggal yang biasa disebut Administrator Kemasyarakatan. Urusan-urusan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing Instansi vertikal sangat
erat hubungannya antara satu sama lain dengan demikian nmaka untuk mencapaimms.

~#ua dan hasil guna yang sebaik-baiknya maka perlu peyelenggaraan koordinasi oleh
Kepala Wilayah.

Sehubungan dengan itu, maka dalam melaksanakan tugas dari Instansi
Vertikal yang berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah, Instansi Vertikal wajib
melaporkan segala rencana dan kegiatan serta memberikan keterangan-keterangan
yang diminta dan emmatuhi petunjuk-etunjuk umum vang diberikan oleh kepala
Wilayah. Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal begitu juga
antara Instansi vertikal dan Dinas daerah kepala wilayah harus memperhatikan dan
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku. Maka dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintah untuk
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tercapainya keserasian dan keberhasilan, Kepala Wilayah Kecamatan Binamu periu
menetapkan khususnya tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang baik melalui
musyawarah yaitu rapat koordinasi yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Usaha-uasaha pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah
Kecamatan binamu selain melalui rapat secara resmi adapula usaha-uaszha
koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Binamu yaitu
melalui upacara bendera pada setiap tanggal 17 dan upacara dhari-hari Nasional yang
diadakan ditingkat kecamatan, disini Kepala Wilayah kecamatan Binamu
memberikan pengertian, petunjuk, pengarahan dan bimbuingan serta informasi
tentang masalah atau program yang harus segera dilaksanakan.

Mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh kepala Wialayh
kecamatan Binamu terhadap kegiatan yang dilasksanakan oleh Intansi Vertikal dan
Urusan-urusan yang diselenggarakan dinas-dinas daerah adalah mendapat penilaian
baik dari aparatnya atau bawahannya maupun dari kelompok masyarakat, hal ini

dapat dilihat pada Tabel 5.
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Dengan adanya koordinasi oleh Kepala Wilayah Kecamatan berarti
masyarakat ditkutsertakan dalam proses perencanaan. Namun demikian masyarakat
kurang menyadan arti pentingnya koordinasi tersebut sehingga masyarakat bermasa
bodoh dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah wilayah setempat
dan mereka kurang menerima petunjuk-petunjuk dan anjuran dari pemerintah.

Sebagai akibat dan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan koordinasi
dapat mengalami hambatan karena kurangnya informasi dan masyarakat, dimana hal
ini merupakan sesuatu yang sangat penting/dibutubkan dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Karena dari masyarakatiah
semua informasi sehingga dapat diketahui hal-hal apa yang mendesak untuk segera
dilaksanakan.

2). Kemampuan Aparat/Staf

Manusia sebagai tenaga pelaksana dalam setiap organisasi mempunyai
kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menentukan tujuannya. Namun
justru faktor manusianya inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam suatu
organisasi. Dimana tenaga pelaksana tersebut dalam hal ini sumber daya manusia
dalam organisasi pemerintahan kecamatan harus memperhatikan kualitas dalam arti
orang yang memegang jabatan pada struktur organisasi tersebut harus memiliki
profesionalisme sesuai dengan jabatan yang dipegangnya.

Namun kenyataannya di Kantor Kecamatan Binamu masih memiliki

aparat atau staf yang kurang memadai yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dari
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masing-masing staf.  Akibatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kepala Wilayah
Kecamatan menjadi terhambat, karena mereka tidak mampu menjabarkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang difuangkan dalam surat keputusan oleh Camat,
juga kekurang mampuan dalam memahami secara teoritts dan operasionalnya.
3). Kurang memahami dan menghayati Undang-Undang Nomor § Tahun 1974

Yang dimaksudkan dengan kurang memahami Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 adalah dimana terdapat sejumlah instansi vertikal tingkat kecamatan
yang hanya melaksanakan tugas-tugas dan atasannya saja sehingga dalam
melaporkan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Binamu kurang diperhatikan,
walaupun itu juga merupakan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagai contoh kasus
pada pelaksanaan koordinasi pemerintahan kecamatan Binamu khususnya pada rapat
koordinasi dengan Kepala Wilayah kecamatan Binamu, sering instansi vertikal
tersebut idak menghadiri pertemuan/rapat karena mereka menganggap program yang
dilaksanakan oleh instansi vertiukal adalah merupakan program sendiri dan tidak
perlu dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan, sebagai akibatnya timbul
kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi. Padahal rapat koordinasi itu merupakan
koordinasi yang baik dalam upaya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
4} Kurang Kesadaran Ketua Kelompok

Kurangnya kesadaran para ketua kelompok yang dimaksudkan adalah
ketu pengurus LKMD, Ketua ORW dan pemuka masyarakat serta organisasi remaja

semuanya im akan mempengaruhi pelaksanaan keordinasi kelurahan. Dimana para
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ketua kelompok tersebut tidak menyadart bahwa wadah partistpast masyarakat
berada pada kelompok tersebut dalam rangka menumbuhkan prakarsa dan sawadaya
masyarakat yang akan menunjang terlaksananya program pemerintah.

Sebagai akibatnya koordinasi pemerintahan pada tingkat kelurahan
kurang terlaksana dengan baik. Dan hal ini bukan berarti Kepala Desa/kelurahan

kurang mampu dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan
Kepala Wilayah Kecamatan dalam menjalankan tugasnya sebagal aparat

Pemenntah Pusat adalah bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan di

wilayahnya. Olehnya 1tu perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala

Wilayah Kecamatan terhadap segala kegiatan pemerintahan, baik yang dilaksanakan

oleh aparatnya maupun yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal serta Kelurahan

yang ada diwilayahnya.
Dengan berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai benkut

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu
terhadap stafnya, utamanya yang menyangkut hal pelaksanaan tugas pembinaan
administratif dan pelayanan teknis administratif adalah berperanan aktif.

2. Pelaksanaan koordinast yang dilakukan oleh kepala Wilayah Kecamatan Binamu
dan hubungan kerjasama terhadap Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Daerah
adalah berperanan / baik dan aktif.

3. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu dan

hubungannya dengan kerjasama terhadap kegiatan pemerintah Kelurahan di bidang

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilaksanakan dengan baik.
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Masalah-masalah yang dianggap menjadi hambatan dalam pelaksanaan

koordinas) Kepala Wilayah Kecamatan Binamu terhadap kegiatan pemerintah yang

dilakukan oleh Lurah dan Instansi Vertikal serta para staf/aparat kecamatan meliputi :

a.

b.

Kurang kesadaran akan partisipasi masyarakat
Kurang kemampuan aparat/staf, baik darn segi kualitas dan kuantitas

Kurangnya penghayatan dan pemahaman mengenai isi Undang-vandang Nomor
5 Tahun 1974 khususnya Instansi Vertikal

Kurangnya kesadaran para ketua kelompok organisasi masyarakat.

Saran-saran

. Untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang

teknis administratif pada kantor Wilayah Kecamatan Binamu maka hendaknya
aaada pembagian tugas yang jelas dan penempatan aparat sesuai dengan
keahliannya atau bidang masing-masing.

Hendaknya bimbingan dan pengarahan Kepala Wilayah Kecamatan Binamu
terhadap Instansi Vertikal tingkat kecamatan tetap dibina dan diaktifkan.
Pelaksanaan koordinasi yang selama ini berjalan lancar baik koordinasi terhadap
staf, lurah dan instansi vertikal harus dapat ditingkatkan dan dipertahankan.
Masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan koordinasi

Pemerintahan Wilayah Kecamatan Binamu agar secepatnya dibenahi dengan

baik.
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